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ABSTRACT 

The rapid expansion of e-commerce has significantly transformed retail transactions and has 
introduced new challenges for the supervision of corporate tax. This research investigates the 
impact of e-commerce business practices on corporate tax avoidance and assesses whether 
the observation year moderates this relationship. Tax avoidance is proxied by Book-Tax 
Differences (BTD). The sample consists of 63 retail companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange from 2018 to 2024, resulting in 441 firm-year observations. E-commerce practices 
are measured using a dummy variable that indicates the presence of official marketplace 
stores, authorized online sales channels, or e-commerce disclosures in annual reports. The 
data are analyzed through panel regression employing a fixed-effects model with firm-
clustered robust standard errors. The findings demonstrate that e-commerce business 
practices have a negative and statistically significant effect on BTD, suggesting that digital 
transaction records and third-party platform involvement enhance traceability and diminish 
opportunities for aggressive tax strategies. Nevertheless, the interaction between e-
commerce and year lacks statistical significance, implying that this relationship does not 
exhibit consistent change over time. This study provides evidence from an emerging economy 
that digitalization may enhance tax transparency despite the increasing complexity of 
transactions. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan 
kegiatan usaha, berinteraksi dengan konsumen, dan mengelola transaksi. Salah satu bentuk 
perubahan tersebut adalah penggunaan electronic commerce atau e-commerce, yaitu 
transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan digital. Penggunaan e-commerce 
memungkinkan perusahaan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta 
mengintegrasikan aktivitas penjualan, pembayaran, dan distribusi (Argilés-Bosch et al., 2020). 

Perkembangan e-commerce di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. 
Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai sekitar 
Rp474 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp487 triliun pada 
2024 (Bank Indonesia, 2023). Laporan e-Conomy SEA 2024 juga memperkirakan bahwa nilai 
ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$90 miliar, dengan e-commerce sebagai salah 
satu kontributor utamanya (Google, Temasek, & Bain & Company, 2024). 

Pertumbuhan tersebut sangat relevan bagi perusahaan ritel karena sektor ini memiliki 
tingkat intensitas transaksi konsumen yang tinggi. Perusahaan ritel tidak lagi hanya 
mengandalkan gerai fisik, tetapi juga menggunakan situs resmi, aplikasi, dan platform 
marketplace. Perubahan tersebut meningkatkan jangkauan penjualan, tetapi sekaligus 
menambah kompleksitas pencatatan transaksi, seperti biaya komisi platform, promosi digital, 
retur, pembayaran elektronik, dan biaya pengiriman. 

Dalam konteks perpajakan, kompleksitas transaksi digital dapat memberikan ruang 
yang lebih besar bagi manajemen untuk menentukan struktur transaksi serta waktu 
pengakuan pendapatan dan beban. Karakteristik transaksi digital yang melibatkan berbagai 
platform, aset tidak berwujud, dan aktivitas lintas wilayah juga dapat meningkatkan kesulitan 
dalam menentukan kewajiban perpajakan perusahaan (Argilés-Bosch et al., 2020). 

Namun, penggunaan e-commerce tidak selalu meningkatkan peluang untuk 
menghindari pajak. Transaksi melalui marketplace, situs resmi, bank, dan penyedia layanan 
pembayaran menghasilkan rekam data elektronik yang tersimpan pada beberapa pihak. 
Ketersediaan data tersebut dapat meningkatkan keterlacakan transaksi, memperkuat 
pengawasan, dan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. 

Pemerintah Indonesia juga telah memperkuat pengaturan perdagangan digital 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik. Dalam bidang perpajakan, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 
mengenai PPN atas produk dan jasa digital dari luar negeri. Ketentuan tersebut kemudian 
diperbarui melalui PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dan diintegrasikan ke dalam sistem inti 
administrasi perpajakan melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024. 

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk 
mengurangi beban pajaknya dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh 
(Dyreng et al., 2010; A’alia & Rachmawati, 2022; Cahyani & Rachmawati, 2026; Fitriana & 
Rachmawati, 2021; Fitriyani & Rachmawati, 2025; Nabila & Rachmawati, 2023; Rachmawati 
& Martani, 2017). Karena penghindaran pajak tidak dapat diamati secara langsung, penelitian 
ini menggunakan Book-Tax Differences (BTD) sebagai proksi. BTD menunjukkan perbedaan 
antara laba akuntansi sebelum pajak dan laba fiskal perusahaan. Meskipun demikian, BTD 
tidak sepenuhnya mencerminkan penghindaran pajak karena sebagian perbedaan dapat 
muncul secara normal akibat perbedaan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan 
(Rachmawati & Martani, 2014). 
Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Argilés-Bosch et al. (2020) 
menemukan bahwa perusahaan e-commerce cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak 



 

 

yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan konvensional. Novastria dan Hani (2024) juga 
menunjukkan bahwa fleksibilitas transaksi digital dapat memberikan ruang yang lebih besar 
untuk melakukan perencanaan pajak. 

Sebaliknya, Guo et al. (2023) menemukan bahwa transformasi digital dapat 
mengurangi penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi informasi. Chen et al. 
(2024) juga menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menekan penghindaran pajak melalui 
penurunan biaya keagenan dan peningkatan pengawasan. Perbedaan hasil tersebut 
menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi terhadap penghindaran pajak dapat bergantung 
pada karakteristik perusahaan, lingkungan regulasi, dan mekanisme pengawasan yang 
berlaku. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji perusahaan ritel yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2024. Penelitian ini juga 
mempertimbangkan perubahan kondisi selama fase sebelum pandemi, pandemi, dan 
pascapandemi melalui penggunaan YEAR sebagai variabel moderasi. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik bisnis 
e-commerce terhadap penghindaran pajak serta menguji apakah tahun penelitian 
memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 
mengenai hubungan antara digitalisasi, transparansi transaksi, dan perilaku perpajakan 
perusahaan dalam konteks negara berkembang. 
 

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Agency Theory 
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan 

manajemen sebagai agen. Pemegang saham memberikan kewenangan kepada manajemen 
untuk mengelola perusahaan. Namun, perbedaan kepentingan dan informasi yang dimiliki 
kedua pihak dapat menimbulkan masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). 

Manajemen umumnya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai transaksi dan 
kondisi operasional perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham maupun pihak 
eksternal. Kondisi tersebut dapat memberikan ruang bagi manajemen untuk menentukan 
kebijakan yang belum tentu sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik, termasuk 
kebijakan pengelolaan pajak. 

Sistem informasi dan mekanisme monitoring dapat mengurangi asimetri informasi 
serta membatasi tindakan oportunistik manajemen (Eisenhardt, 1989). Dalam praktik e-
commerce, transaksi elektronik menghasilkan informasi yang tersimpan pada perusahaan, 
platform, bank, dan penyedia layanan pembayaran. Rekaman data tersebut dapat 
meningkatkan ketertelusuran dan memperkuat pengawasan atas aktivitas perusahaan. 
 
Praktik Bisnis E-Commerce dan Tax Avoidance 

Praktik bisnis e-commerce dapat meningkatkan kompleksitas transaksi karena 
melibatkan berbagai platform, metode pembayaran, biaya komisi, promosi, serta saluran 
distribusi. Kompleksitas tersebut dapat memberikan fleksibilitas kepada manajemen dalam 
menentukan pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan komersial maupun fiskal. 
Argilés-Bosch et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan e-commerce memiliki 
kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan konvensional. 
Novastria dan Hani (2024) juga menunjukkan bahwa fleksibilitas transaksi digital dapat 
digunakan untuk mengelola pendapatan dan beban secara lebih strategis. 



 

 

Di sisi lain, penggunaan e-commerce menghasilkan rekam transaksi digital yang dapat 
meningkatkan transparansi. Guo et al. (2023) menemukan bahwa digitalisasi dapat menekan 
penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi informasi. Chen et al. (2024) juga 
menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mengurangi penghindaran pajak melalui 
penurunan biaya keagenan dan peningkatan pengawasan. Dengan demikian, praktik bisnis e-
commerce dapat meningkatkan maupun menurunkan kecenderungan penghindaran pajak. 
Arah pengaruhnya bergantung pada dominasi antara kompleksitas transaksi dan peningkatan 
keterlacakan informasi. 
H₁: Praktik bisnis e-commerce berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Peran Moderasi Tahun terhadap Hubungan antara Praktik Bisnis E-Commerce dan Tax 
Avoidance 

Periode 2018–2024 mencakup perubahan kondisi ekonomi, tingkat adopsi e-
commerce, kebijakan fiskal, serta sistem pengawasan transaksi digital. Pada periode sebelum 
pandemi, penggunaan e-commerce meningkat ketika mekanisme pengawasan transaksi 
digital masih dalam tahap pengembangan. Pada masa pandemi, transaksi daring meningkat 
secara signifikan dan diikuti oleh berbagai fasilitas perpajakan untuk menjaga kelangsungan 
usaha. 

Pada periode pascapandemi, pemerintah semakin memperkuat dokumentasi dan 
pelaporan transaksi digital. Peningkatan sistem administrasi berbasis data berpotensi 
mengurangi asimetri informasi dan mempersempit ruang bagi perusahaan untuk melakukan 
pengelolaan pajak secara agresif. 

Argilés-Bosch et al. (2020) menunjukkan bahwa perbedaan penghindaran pajak antara 
perusahaan e-commerce dan perusahaan tradisional dapat berubah seiring perkembangan 
regulasi. Novastria dan Hani (2024) juga menemukan bahwa interaksi antara praktik e-
commerce dan tahun pelaporan dapat menjelaskan perubahan dalam penghindaran pajak 
perusahaan. YEAR dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan perubahan kondisi 
selama periode penelitian, bukan untuk mengukur efektivitas satu regulasi tertentu. Oleh 
karena itu, tahun penelitian diperkirakan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan 
antara praktik bisnis e-commerce dan penghindaran pajak. 
H₂: Tahun memoderasi hubungan antara praktik bisnis e-commerce dan penghindaran 
pajak. 
 
METODE 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel untuk menguji 
pengaruh praktik bisnis e-commerce terhadap penghindaran pajak serta peran tahun 
penelitian dalam memoderasi hubungan tersebut. Data panel digunakan karena penelitian ini 
menggabungkan data dari beberapa perusahaan dengan periode pengamatan selama 7 
tahun, yaitu 2018–2024. 

Variabel dependen penelitian adalah penghindaran pajak yang diproksikan 
menggunakan Book-Tax Differences (BTD). Praktik bisnis e-commerce (ECOM) digunakan 
sebagai variabel independen, sedangkan YEAR digunakan sebagai variabel moderasi. 
Penelitian ini juga menggunakan DER, ROA, SIZE, dan GROWTH sebagai variabel kontrol. 
Pengolahan data dilakukan menggunakan Stata/MP 17.0. 

 
Sampel 



 

 

Populasi penelitian adalah perusahaan sektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan termasuk dalam klasifikasi Consumer Cyclicals serta Consumer Non-Cyclicals. 
Sektor ritel dipilih karena memiliki intensitas transaksi konsumen yang tinggi dan aktif 
mengembangkan penjualan melalui kanal konvensional maupun digital. Sampel ditentukan 
menggunakan metode purposive sampling berdasarkan ketersediaan laporan tahunan, 
laporan keuangan, data variabel penelitian, serta informasi mengenai aktivitas e-commerce. 
Perusahaan yang tidak menunjukkan aktivitas e-commerce selama keseluruhan periode 
penelitian dikeluarkan dari sampel. Namun, nilai ECOM pada suatu perusahaan-tahun tetap 
dapat bernilai 0 apabila pada tahun tersebut perusahaan belum menggunakan atau belum 
mengungkapkan kanal penjualan digital. 
 

Tabel 1. Ringkasan Pemilihan Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Populasi: Perusahaan Ritel yang terdaftar di BEI Pengambilan sampel 
berdasarkan kriteria (Purposive Sampling) 

295 

Perusahaan yang tidak menyajikan Laporan Keuangan dengan lengkap 
pada periode 2018-2024 

(93) 

Perusahaan yang mengalami laba sebelum pajak negatif selama periode 
pengamatan 

(60) 

Perusahaan yang tidak melakukan aktifitas E-Commerce selama periode 
2018-2024 

 (79) 

Total Perusahaan sampel yang akan diuji  63 

Total Observasi (Perusahaan – Tahun)  441 

 
Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, 

laporan keuangan auditan, situs resmi perusahaan, serta official store di platform 
marketplace. Laporan keuangan digunakan untuk memperoleh data laba sebelum pajak, laba 
fiskal, laba bersih, total aset, total liabilitas, ekuitas, dan penjualan. Sementara itu, laporan 
tahunan, situs perusahaan, dan marketplace digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas e-
commerce pada setiap tahun pengamatan. 

Operasionalisasi Variabel 

Penghindaran Pajak 

BTD dihitung menggunakan rumus: 
 

      BTD = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐴𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘𝑖𝑡− 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑖𝑡
 

Nilai BTD digunakan sesuai nilai aslinya karena BTD positif dan negatif memiliki makna 
yang berbeda. BTD digunakan sebagai proksi kecenderungan penghindaran pajak, bukan 
sebagai bukti langsung terjadinya pelanggaran perpajakan (A’alia & Rachmawati, 2022; 
Cahyani & Rachmawati, 2026; Fitriana & Rachmawati, 2021; Fitriyani & Rachmawati, 2025; 
Nabila & Rachmawati, 2023; Rachmawati & Martani, 2017). 

Praktik bisnis e-commerce  
Diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 untuk perusahaan yang 

menjalankan penjualan melalui marketplace, situs resmi, atau kanal digital lainnya, dan nilai 
0 untuk perusahaan yang tidak menjalankan praktik bisnis e-commerce.  



 

 

YEAR  
Digunakan sebagai variabel moderasi dan diberi kode secara berurutan, yaitu 2018 = 

1 hingga 2024 = 7. Variabel interaksi ECOM×YEAR digunakan untuk menguji apakah tahun 
memperkuat atau memperlemah hubungan antara praktik bisnis e-commerce dan 
penghindaran pajak.  
 
Variable Control 

Penelitian ini menggunakan DER Leverage (Amriza & Rachmawati, 2021; Rachmawati 

et al., 2019, 2020, 2023; Syaima & Rachmawati, 2025), ROA (Fadillah & Rachmawati, 2024; 

Putri & Rachmawati, 2023; Sinta & Rachmawati, 2025), SIZE (Auliansyah & Rachmawati, 2022; 

Fadillah & Rachmawati, 2024; Sakti & Rachmawati, 2024), dan GROWTH (Fadillah & 

Rachmawati, 2024; Zakiah & Rachmawati, 2025) sebagai variabel kontrol. Variabel tersebut 

dimasukkan untuk mengendalikan perbedaan kondisi keuangan dan karakteristik perusahaan 

yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.  

            Tabel 2. Variabel Kontrol 

Variabel Pengukuran 

DER Total liabilitas / Total ekuitas 

ROA Laba bersih setelah pajak / Total aset 

SIZE Ln total aset 

GROWTH (Penjualan tahun t − Penjualan tahun t−1) / Penjualan tahun t−1 

     Sumber: Diolah berdasarkan literatur penelitian, 2026.  
 
Model 

Model pertama digunakan untuk menguji pengaruh langsung praktik bisnis e-
commerce terhadap penghindaran pajak. Persamaan model regresinya adalah sebagai 
berikut: 

𝐵𝑇𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐶𝑂𝑀𝐼𝑡 + 𝐵2𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  
Keterangan: 
𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡            = tingkat penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t 
𝐸𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡          = aktivitas e-commerce perusahaan i pada tahun t 
𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡            = leverage (rasio total utang terhadap total aset) 
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡            = profitabilitas (return on assets) 
𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡                   = ukuran perusahaan (log total aset atau penjualan) 
𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡           = pertumbuhan pendapatan tahunan 
𝜀𝑖𝑡            = error term 

Model kedua digunakan untuk menguji peran moderasi YEAR: 
𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝑌𝐸𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3(𝐸𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡 × 𝑌𝐸𝐴𝑅𝑖𝑡) + 𝛽4𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 

+𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽7𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
Keterangan: 
𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡                     = tingkat penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t 
𝐸𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡          = aktivitas e-commerce perusahaan i pada tahun t 
𝑌𝐸𝐴𝑅𝑖𝑡           = variabel waktu yang merepresentasikan periode penelitian 
(2018–2024) 



 

 

𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡            = leverage (rasio total utang terhadap total aset) 
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡            = profitabilitas (return on assets) 
𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡                    = ukuran perusahaan (log total aset atau penjualan) 
𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡           = pertumbuhan pendapatan tahunan 
𝜀𝑖𝑡            = error term 

 
Teknik Analisis 

Analisis dimulai dengan statistik deskriptif dan korelasi untuk menggambarkan 
karakteristik serta hubungan awal antarvariabel. Multikolinearitas diuji menggunakan 
Variance Inflation Factor (VIF), sedangkan heteroskedastisitas diuji menggunakan uji 
Breusch–Pagan/Cook–Weisberg. 

Pemilihan model data panel dilakukan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk 
menentukan model yang paling sesuai antara Pooled Least Squares, Fixed Effect Model, dan 
Random Effect Model. Berdasarkan hasil pemilihan model, penelitian ini menggunakan Fixed 
Effect Model. Karena model terindikasi mengalami heteroskedastisitas, estimasi akhir 
menggunakan cluster-robust standard errors pada tingkat perusahaan. 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F, within R-squared, dan uji t pada tingkat 
signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Penelitian juga melakukan analisis tambahan secara terpisah 
untuk setiap tahun selama periode 2018–2024 guna melihat variasi arah dan signifikansi 
pengaruh ECOM. Namun, keputusan mengenai moderasi YEAR tetap didasarkan pada 
koefisien interaksi ECOM×YEAR dalam model utama. 
 
HASIL 
Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan data 63 perusahaan sektor ritel yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2018–2024. Setiap perusahaan diamati selama tujuh tahun 
sehingga diperoleh 441 observasi perusahaan-tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi 
data panel dengan Fixed Effects Model dan cluster-robust standard errors pada tingkat 
perusahaan. 

Tabel 3. Descriptive Statistics 

Panel A: descriptive statistics   

Variabel N Mean Std. Dev. Minimum Maksimum 

BTD 441 -0,007 0,024 -0,147 0,048 

DER 441 1,137 0,544 0,222 4,086 

ROA 441 0,038 0,04 -0,129 0,183 

SIZE 441 27,969 1,602 23,039 32,247 

GROWTH 441 0,055 0,089 -0,368 0,272 

Panel B: descriptive statistic     

  Dummy = 1 Dummy = 0 

  N % N % 

ECOM 331 75,06% 110 24,94% 

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026. 

BTD memiliki nilai rata-rata sebesar −0.007. Nilai negatif menunjukkan bahwa, secara 
rata-rata, laba fiskal perusahaan sampel lebih besar daripada laba akuntansi sebelum pajak. 
Namun, nilai tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa seluruh perusahaan tidak 



 

 

melakukan penghindaran pajak karena BTD juga dapat timbul akibat perbedaan normal 
antara ketentuan akuntansi dan perpajakan (Rachmawati & Martani, 2014). 

DER memiliki rata-rata sebesar 1.137, yang menunjukkan bahwa total liabilitas 
perusahaan rata-rata setara dengan 113.7% dari ekuitasnya. ROA memiliki rata-rata sebesar 
0.038 atau 3.8%, sedangkan GROWTH menunjukkan rata-rata pertumbuhan penjualan 
sebesar 5.5%. Sebanyak 331 observasi atau 75.06% memperoleh nilai ECOM = 1, yang 
menunjukkan bahwa sebagian besar observasi telah menggunakan praktik bisnis e-commerce 
sesuai dengan kriteria penelitian. 

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian diagnostik terhadap model. Model 
tanpa moderasi memiliki nilai rata-rata VIF sebesar 1.07 sehingga tidak menunjukkan masalah 
multikolinearitas. Pada model moderasi, ECOM×YEAR memiliki VIF sebesar 17.29 karena 
merupakan hasil perkalian ECOM dan YEAR. Variabel interaksi tetap dipertahankan karena 
diperlukan untuk menguji hipotesis moderasi. Pengujian Breusch–Pagan/Cook–Weisberg 
menghasilkan nilai p kurang dari 0.001 pada kedua model, sehingga terdapat 
heteroskedastisitas. Oleh karena itu, estimasi akhir menggunakan standard errors cluster-
robust. Berdasarkan hasil pemilihan model panel, Fixed Effect Model digunakan pada kedua 
model. 
 

Pengujian Hipotesis 

Pengaruh Praktik Bisnis E-Commerce terhadap Penghindaran Pajak 

Tabel 4. Hasil Pengujian E-Commerce terhadap Penghindaran Pajak 

BTD Expected Sign Coefficient Robust Std. Err. t P>|t| 

ECOM H1 (+/-) -0,006 0,002 -3,19 0,002*** 

DER +/− -0,004 0,003 -1,69 0,097* 

ROA +/− 0,553 0,052 10,61 0,000*** 

SIZE +/− 0,004 0,004 1,24 0,219 

GROWTH +/− -0,028 0,008 -3,36 0,001*** 

_cons   -0,14 0,1 -1,41 0,164 

R-Squared (within) 0,578       

F-Statistic 44,52       

Prob > F 0,000*       

Keterangan Tingkat Signifikansi : 

***  = signifikan pada tingkat kepercayaan 99%  

**   = signifikan pada tingkat kepercayaan 95%  

*   = signifikan pada tingkat kepercayaan 90%  

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026. 

Hasil pengujian menggunakan Fixed Effect Model dengan cluster-robust standard 
errors menunjukkan bahwa model memiliki nilai F-statistic sebesar 44,520 dengan nilai 
probabilitas kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ECOM, DER, ROA, SIZE, 
dan GROWTH secara bersama-sama signifikan dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak 
yang diproksikan dengan BTD. Nilai within R-squared sebesar 0,578 menunjukkan bahwa 
variabel dalam model mampu menjelaskan 57,8% perubahan BTD yang terjadi dalam 
perusahaan yang sama selama periode 2018–2024. 

Variabel ECOM memiliki koefisien sebesar −0,006 dengan nilai p-value sebesar 0,002. 
Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%, sehingga praktik bisnis e-commerce 



 

 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien negatif 
menunjukkan bahwa ketika perusahaan mulai menerapkan praktik bisnis e-commerce, nilai 
BTD cenderung menurun sebesar 0,006 setelah DER, ROA, SIZE, GROWTH, dan karakteristik 
tetap perusahaan dikendalikan.Karena hipotesis pertama hanya menyatakan adanya 
pengaruh tanpa menentukan arah positif atau negatif, hasil yang signifikan tersebut 
menunjukkan bahwa H₁ didukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan e-
commerce pada perusahaan ritel tidak selalu meningkatkan kecenderungan penghindaran 
pajak, tetapi dalam sampel penelitian justru berkaitan dengan penurunan nilai BTD 

 
 

Pengujian Peran YEAR dalam Memoderasi Hubungan Praktik Bisnis E-Commerce dan 
Penghindaran Pajak 
 
 Tabel 5. Hasil Pengujian Year terhadap Penghindaran Pajak 

 BTD Expected Sign Coefficient Robust Std. Err. t P>|t| 

 ECOM +/- 0,001 0,004 0,26 0,796 
 YEAR +/- -0,001 0,001 -0,53 0,601 
 ECOM×YEAR H2 (+/-) -0,001 0,001 -1,04 0,304 
 DER +/- -0,004 0,003 -1,48 0,144 
 ROA +/- 0,554 0,052 10,6 0,000*** 
 SIZE +/- 0,013 0,005 2,4 0,019** 
 GROWTH +/- -0,023 0,008 -2,77 0,007*** 
 _cons   -0,382 0,153 -2,5 0,015** 

 R-Squared (within) 0,591       
 F-Statistic 34,92       
 Prob > F 0,000*       

Keterangan Tingkat Signifikansi :        

***  = signifikan pada tingkat kepercayaan 99%  

**   = signifikan pada tingkat kepercayaan 95%  

*   = signifikan pada tingkat kepercayaan 90%  

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026. 

Model moderasi menghasilkan F-statistic sebesar 34,920 dengan probabilitas kurang 
dari 0,001. Dengan demikian, ECOM, YEAR, ECOM×YEAR, DER, ROA, SIZE, dan GROWTH secara 
bersama-sama signifikan dalam menjelaskan BTD. Nilai within R-squared sebesar 0,591 
menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 59,1% perubahan BTD dalam perusahaan 
yang sama selama periode penelitian. 

Variabel interaksi ECOM×YEAR memiliki koefisien sebesar −0,001 dengan nilai p-value 
sebesar 0,304. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%. Oleh 
karena itu, YEAR tidak terbukti memoderasi hubungan antara praktik bisnis e-commerce dan 
penghindaran pajak. 

Arah koefisien yang negatif menunjukkan kecenderungan bahwa pengaruh ECOM 
terhadap BTD semakin menurun seiring bertambahnya tahun. Namun, kecenderungan 
tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Dengan demikian, perubahan waktu selama 2018–
2024 belum terbukti secara konsisten memperkuat maupun memperlemah pengaruh praktik 



 

 

bisnis e-commerce terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, H₂ tidak 
didukung. 

 
PEMBAHASAN 
Pengaruh Praktik Bisnis E-Commerce terhadap Penghindaran Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis e-commerce berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ketika 
perusahaan ritel mulai menggunakan kanal penjualan digital, kecenderungan penghindaran 
pajak cenderung menurun. Dengan demikian, penggunaan e-commerce dalam penelitian ini 
lebih berkaitan dengan peningkatan keterlacakan transaksi daripada bertambahnya peluang 
perusahaan untuk menghindari pajak. 

Transaksi melalui marketplace, situs resmi, bank, dan penyedia layanan pembayaran 
menghasilkan rekam transaksi elektronik yang tersimpan pada perusahaan maupun pihak 
ketiga. Kondisi tersebut membuat informasi penjualan dan pembayaran lebih mudah 
ditelusuri, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi tindakan 
oportunistik dari pihak manajemen. Penjelasan ini sesuai dengan teori keagenan yang 
menyatakan bahwa sistem informasi dan mekanisme pengawasan dapat mengurangi perilaku 
oportunistik agen (Eisenhardt, 1989). 

Temuan ini sejalan dengan Guo et al. (2023) dan Chen et al. (2024), yang menemukan 
bahwa transformasi digital dapat menekan penghindaran pajak melalui peningkatan 
transparansi dan pengawasan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Argilés-Bosch et 
al. (2020) serta Novastria dan Hani (2024), yang menunjukkan bahwa fleksibilitas transaksi 
digital dapat meningkatkan peluang perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. 
Perbedaan hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik sampel, periode penelitian, 
lingkungan regulasi, serta ukuran penghindaran pajak yang digunakan. 

Hasil negatif tersebut tidak berarti bahwa seluruh perusahaan yang menggunakan e-
commerce tidak melakukan penghindaran pajak. Temuan penelitian hanya menunjukkan 
bahwa penggunaan e-commerce berkaitan dengan menurunnya kecenderungan 
penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 

 
Peran YEAR dalam Memoderasi Hubungan Praktik Bisnis E-Commerce dan Penghindaran 
Pajak 

YEAR tidak terbukti memoderasi hubungan antara praktik bisnis e-commerce dan 
penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh praktik bisnis e-commerce 
terhadap penghindaran pajak tidak mengalami perubahan yang konsisten selama periode 
2018–2024. 

Periode penelitian mencakup masa sebelum pandemi, pandemi, dan pemulihan 
ekonomi, yang memiliki kondisi bisnis dan perpajakan yang berbeda-beda. Pada masa 
pandemi, penggunaan e-commerce meningkat dan pemerintah memberikan berbagai insentif 
perpajakan. Sementara itu, pada masa pemulihan, administrasi serta pengawasan transaksi 
digital semakin diperkuat. Perbedaan kondisi tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang 
berbeda setiap tahun sehingga tidak membentuk pola perubahan yang tetap. 

Dalam perspektif teori keagenan, peningkatan pengawasan dapat membatasi diskresi 
manajemen, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas informasi, sistem 
pengawasan, serta kondisi perusahaan (Eisenhardt, 1989). Hasil ini berbeda dengan Argilés-
Bosch et al. (2020) serta Novastria dan Hani (2024), yang menemukan bahwa pengaruh e-
commerce terhadap penghindaran pajak berubah seiring waktu. Perbedaan tersebut dapat 



 

 

terjadi karena YEAR dalam penelitian ini hanya menggambarkan urutan waktu dan belum 
secara langsung mengukur efektivitas regulasi, intensitas pengawasan, maupun pemanfaatan 
insentif pajak. 
 
Analisis Tambahan Berdasarkan Tahun 

Analisis tambahan berdasarkan tahun dilakukan untuk melihat apakah arah dan 
signifikansi pengaruh praktik bisnis e-commerce terhadap BTD berbeda pada setiap tahun 
penelitian. Pengujian dilakukan secara terpisah untuk periode 2018–2024 dengan 
memasukkan DER, ROA, SIZE, dan GROWTH sebagai variabel kontrol. 

Analisis tambahan menunjukkan bahwa praktik bisnis e-commerce berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak pada 2021 dan berpengaruh lebih lemah pada 2024. 
Pada 2021, praktik bisnis e-commerce berpengaruh positif terhadap upaya menghindari 
pajak. Kondisi tersebut terjadi ketika perusahaan masih menghadapi dampak pandemi, 
perubahan perilaku konsumen, serta kebutuhan untuk menjaga arus kas dan efisiensi usaha. 

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, pengaruh praktik bisnis e-commerce tidak 
menunjukkan arah dan tingkat signifikansi yang konsisten. Temuan tersebut memperkuat 
hasil utama bahwa perubahan tahun belum terbukti secara konsisten memperkuat atau 
melemahkan hubungan antara praktik bisnis e-commerce dan penghindaran pajak. 

 

Tabel 6. Komparasi Antar-Tahun 

Variabel Exp. Sign 2018 2019 2020 2021 

    Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. 

ECOM H1: +/− 0,005 0,25 0,003 0,47 0,007 0,15 0,014 0,044** 

Controls Ya  Ya  Ya  Ya  

N 63  63  63  63  

R² 0,702   0,635   0,67   0,606   

Variabel Exp. Sign 2022  2023  2024    

    Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig.     

ECOM H1: +/− -0 0,88 -0 0,87 0,019 0,092*   

Controls Ya  Ya  Ya    

N 63  63  63    

R² 0,312   0,542   0,348     

Keterangan Tingkat Signifikansi: 
***  = signifikan pada tingkat 1% 
**   = signifikan pada tingkat 5% 
*   = signifikan pada tingkat 10% 

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Stata 17, 2026. 
 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Praktik bisnis e-commerce berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang 
diproksikan melalui Book-Tax Differences. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-
commerce berkaitan dengan menurunnya kecenderungan perusahaan untuk 
menghindari pajak. Dengan demikian, H1 diterima.  

2. Tahun penelitian tidak memoderasi hubungan antara praktik bisnis e-commerce dan 
penghindaran pajak. Artinya, pengaruh praktik bisnis e-commerce terhadap 



 

 

penghindaran pajak tidak mengalami perubahan yang konsisten selama periode 
2018–2024. Dengan demikian, H2 ditolak.  

Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Praktik bisnis e-commerce hanya diukur menggunakan variabel dummy, sehingga 
belum menggambarkan besarnya transaksi atau penjualan melalui kanal digital.  

2. Penghindaran pajak hanya diukur menggunakan BTD, sedangkan nilai BTD juga dapat 
dipengaruhi oleh perbedaan normal antara ketentuan akuntansi dan ketentuan 
perpajakan.  

3. Variabel tahun hanya diukur berdasarkan urutan tahun 2018–2024, sehingga belum 
menggambarkan secara langsung perubahan regulasi, intensitas pengawasan, dan 
kondisi ekonomi pada setiap tahun.  

Saran 
Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk: 

1. Menggunakan ukuran praktik bisnis e-commerce yang lebih rinci, seperti persentase 
penjualan daring, nilai transaksi digital, atau jumlah kanal digital yang digunakan 
perusahaan.  

2. Menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya, seperti ETR atau CETR, sebagai 
pembanding terhadap hasil pengukuran BTD.  

3. Menggunakan variabel yang secara langsung menggambarkan perubahan regulasi 
perpajakan, tingkat pengawasan, periode pandemi, atau kategori tahun agar 
perubahan kondisi pada setiap periode dapat dianalisis secara lebih spesifik. 
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